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ABSTRAK 

Pendekatan restorative justice dianggap sebagai alternatif penanganan 

korupsi di Indonesia namun restorative justice dalam penanganan kasus tindak 

pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan restorative justice 

serta penerapannya dalam penangnan perkara tipikor dengan nilai kerugian 

keuangan dibawah 50 juta (kecil). Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-

undangan, dan pendekatan perbandingan. Dalam penegakkan hukum terhadap 

tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta (kerugian 

kecil) seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, asas peradilan 

sederhana, cepat,  biaya ringan, asas kelayakan, dan asas proporsionalitas agar 

penegakkan hukum tidak menjadi sia-sia, yaitu dengan menggunakan pendekatan 

restorative justice yang mengharuskan koruptor mengembalikan kerugian 

keuangan negara. 

Kata Kunci : keadilan restoratif, asas kemanfaatan, tindak pidana korupsi, 

kerugian keuangan negara kecil. 
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ABSTRACT 

The restorative justice approach is considered an alternative to handling 

corruption in Indonesia, but restorative justice in handling corruption cases has 

not been regulated in the law on eradicating corruption. This study aims to 

examine restorative justice arrangements and their application in the handling of 

corruption cases with financial losses below 50 million (small). This research is a 

normative legal research using a conceptual approach, statutory approach, and 

comparative approach. In enforcing the law against criminal acts of corruption 

with a state loss of less than 50 million (small loss) it should take into account the 

principles of legal expediency, the principles of simple justice, fast, low cost, the 

principle of eligibility, and the principle of proportionality so that law 

enforcement does not become in vain, namely by using a restorative justice 

approach that requires corruptors to return state financial losses. 

Keywords : restorative justice, the principle of expediency, corruption, small state 

financial losses. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“Korupsi berasal dari kata latin “Coruptio” atau “Coruptus” yang kemudian 

muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” dalam bahasa Belanda 

“koruptie” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.1 Dari 

sumber lain korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin “corruptio” dari 

kata kerja “corrumpere” yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, 

memutarbalik, menyogok, mencuri, maling”.2 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara 

(perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.3  

Sedangkan menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah 

dirumuskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.4 Tindak pidana korupsi memiliki 

banyak bentuk atau jenisnya diantaranya merugikan keuangan negara, suap-

menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan. 

Korupsi merupakan permasalahan hukum yang terjadi hampir di seluruh 

negara di dunia. Di Indonesia korupsi merupakan permasalahan menahun yang 

sampai saat ini masih terjadi padahal “...korupsi sudah ada di Indonesia sejak 

zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia

1 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pencegahannya, (Jakarta: Gramedia, 1984), 
hlm 143. 
2 Husnul Abdi, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Danpaknya”
https://m.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-
dampaknya (diakses pada 24 Februari 2022, pukul 22:27 WIB). 
3 Korupsi (n). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 24 Februari 
2022, melalui https://kbbi.web.id/korupsi.html.  
4 M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-announcement 
untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, hlm. 4.
Disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta, 23 Agustus 2006.


